
 

 
 

 
 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 

NOMOR 6 TAHUN 2020 
 

TENTANG 

 
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 

NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN 
KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMBALAH BATUNG DAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 7 
TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  

NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN 

KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMBALAH BATUNG 
 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (8) Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, 
Sekretaris Daerah/Kepala SKPD menyampaikan usulan 

tarif layanan kepada bupati sesuai kewenangannya 
untuk ditetapkan dalam peraturan bupati; 
 

   b. bahwa berdasarkan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan 

Umum Daerah, tarif layanan ditetapkan dengan 
peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada 

pimpinan DPRD; 
 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan 

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 
11 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan 

Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah 
Batung dan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Utara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tarif 
Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit 

Umum Daerah Pambalah Batung; 
 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3                
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan 

SALINAN 
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Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6398); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          
Nomor 5679); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340);  

  5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018               
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Nomor 157); 

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 
tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9); 

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

  9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 

10 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan 
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Rumah Sakit Umum 

Daerah Pembalah Batung Kabupaten Hulu Sungai 
Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 
Tahun 2010 Nomor 10); 

 
 

  Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 
 

dan 
 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA 
 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 

NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG TARIF PELAYANAN 
KESEHATAN KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM 

DAERAH PAMBALAH BATUNG DAN PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 7 TAHUN 
2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 

NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG TARIF PELAYANAN 
KESEHATAN KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM 

DAERAH PAMBALAH BATUNG. 
   

   
 
 

Pasal 1 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun 2013 
tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah 

Pambalah Batung (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara               
Tahun 2013 Nomor 11) dan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 

Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit 
Umum Daerah Pambalah Batung (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Utara Tahun 2014 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan  tidak berlaku. 
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Pasal 2 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Utara. 

 
 

 
Ditetapkan  di Amuntai 
pada tanggal 10 November 2020                

 
BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 

 
    CAP/TTD 

 
        ABDUL WAHID HK 

 

 
Diundangkan di Amuntai  

pada tanggal 10 November 2020 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
         HULU SUNGAI UTARA, 
 

  CAP/TTD 
 

          MUHAMMAD TAUFIK 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2020 NOMOR 6. 
 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI 

UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ( 6,72/2020) 

 

 

 


